GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7§\ /B.07/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1}
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
dengan Keputusan Gubernur Lampung;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah,;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

9o IO o 63 kO

_9 .

0

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Keorin Paranclrat Daerahe-
ACTja rErangradtl dllainn,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.

Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
II, dan Lampiran III Keputusan ini.

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman

untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan tugas.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : G/552/B.07/HK/2020 tentang

Dpﬂpfgpgﬂ Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Reban Keria nada
A WA AW LLA CALL A ACALIAA 4 AAARAZAWIL Al CAl/LAaLiaias vACLAaL L L dsavaira AW A SN AhFLALL AL\-‘J.JI‘ x.luu

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal \%- 1L~ 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

— i —

ARINAL DJUNAIDI

Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 7Q,| /B.07/HK /2022
TANGGAL : W~-11- 2022

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NILAI BEBAN

o e samaran renams | K | | S || o™
JABATAN (EJ)
1 2 3 4 s 6 7 8
1 |SEKRETARIS DPRD 1 1,421 1 0 A
2 - ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA [ 3,073 3 3 A
3 | - ANALIS HUKUM AHLI MUDA 0 2,823 3 3) A
- ANALIS HUKUM AHLI MADYA 0 1,599 2 @ A
5 | - PERENCANA AHLI PERTAMA 0 3,67 a i A
6 |- PERENCANA AHLI MUDA 3 4,077 4 () A
7 | . PERENCANA AHLI MADYA 0 2,47 2 @ A
& | 3;1;15;1 I:EUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI i 45 p @ i
& L. ﬂﬁis KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI g . = - R
10 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI o 2624 5 - A

MADYA

PINARTAMA YIFITIIIRIAS ART RA A CTRIATIATS A7 DIDT A 176 AN
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PE

- L ANJUTAN/MAHIR o 95129 5 ) A

12 | - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA 0 3,703 4 @ A
13

- PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA Q 3,515 4 155 A
14 | - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA 3 3,682 4 m A
15 - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA 0 2,142 2 2) A
16 | _ ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 0 4,362 4 (4) A
T - ANALIS KEBLJAKAN AHL! MUDA ] 2,505 3 3 A
18 | - ANALIS KEBLJAKAN AHLI MADYA 0 2,116 2 2) A
1§ PENGELOLA PENGADAAN BARANG /JASA AHLI 5 405 £ = o

" PERTAMA ’ ®
- PENGELOLA PENGADAAN BARANG /JASA AHLI - & iy & - "

" MUDA i ©)
21 | - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADY 0 3,37 3 (3) A
22 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANCAN

- 1 3,682 4 3 A

AHLI PERTAMA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

23 1 - AHLIMUDA ! 3,686 4 3 A
- _'_iﬁmi‘;r:’i_éamwmw PERUNDANG-UNDANGAN 5 o :27394 ) B o A' -
25 | . PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA 0 3,024 3 3 A
26 | - PUSTAKAWAN AHLI MUDA 1 1,794 2 n A
27 | - PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA 1 5,855 6 (5) A
28 | PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA 2 3,694 4 2 A
29 - PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA (1] 2,006 2 {2} A
i | ?gm; EERISAI.AH LEGISLATIF PELAKSANA o _— 5 ) i
31 ASISTEN PERISAIAH LLEGISILATIF PELLAKSANA

* LANJUTAN/MAHIR Q 4,947 5 (5) A
32 | - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PENYELIA 0 4,435 4 “)
33 - PRANATA KOMPUTER PELAKSANA /TERAMPIL 0 3.007 3 (3) A
34 PRANATA KOMPUTER PELAKSANA

© LANJUTAN,/MAHIR 0 2,508 3 (3) A
35 | - PRANATA KOMPUTER PENYELIA 0 3,569 4 ) A
36 | - PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 0 3,506 4 (4) A
37 | - PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA 0 3,416 3 3) A
38 | - PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA 0 3,283 3 (3) A
39 | - PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA,/TERAMPIL 0 3,467 3 3) A
40

_ PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR 0 3,545 4 4 &




JUMLAH “Mnmﬂ_“‘m AN Wy Je—— Efektifitas
HASIL KELEBIHAN
L AN NN ?:m';? EFEKTIFITAS | ABK | KEKURANGAN | ©° ::’;;
ABA JABATAN (EJ)
1 2 3 4 5 6 7 8
41 | - PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA 0 3,496 3 (3) A
42 | - ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL 0 4,861 5 (5) A
43 ARSIPARIS PELAKSANA LAN.JUTAN/MAHIR 0 4,57 5 (3} A
44 | - ARSIPARIS PENYELIA 0 4,291 4 4) A
45 | - ARSIPARIS AHLI PERTAMA 0 3,645 4 ) A
46 | _ ARSIPARIS AHLI MUDA o 3,936 4 i A
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
47 | - PELAKSANA/TERAMPIL (ANALIS KEPEGAWAIAN 0 0,958 1 (1) B
PELAKSANA/TERAMPIL)
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
48 | - PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR (ANALIS 0 1,783 2 () A
KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN /MAHIR)
49 1 pRanaTa SUMDER DAYA MANUSIA APARATUR
* PENYELIA (ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA) o 0o X 2] B
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
50 | PERTAMA {ANALIS KEPEGAWAIAN AILI PERTAMA) o 87486 2 @) 4
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
51 | © MUDA (ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA) L Sl 3 @ B
52
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI " o 5 i@ i
" MADYA {ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA) :
53 | - KEPALA BAGIAN UMUM 1 1,233 1 0 A 2,384
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN 0
e - KEPEGAWAIAN k 104 A =
55 ANALIS TATA USAHA 1 1,649 2 {1 A
- PENYUSUN ADMINISTRASI PEGAWAI
s 1 1 2 1 A
o LEGISLATIF R L)
57 PENCELOLA KEPEGAWAIAN 0 1,395 1 53 A
58 PENGELOLA DATA 1 1,475 1 0
50 © PENGADMINISTRASI UMUM 3 3,371 3 0 A
PENELAAH KEBLIAKAN PENGADAAN BARANG DAN
%0 |- Jasa 1 4,862 5 6] A
61 | _ ANALIS ASET DAERAH 1 2,226 2 (1) A
62 PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA 4 2,601 3 1 A
63 | - ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 0 2,794 3 3) A
64 | _ TEKNISI SARANA DAN PRASARANA 2 2,73 3 (1) A
65 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 1 1,295 1 0 A 2,624
~ ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN
66 LA 4 5,381 5 (1 A
67 * ANALIS LAPORAN KEUANGAN 2 4,101 3 2 A
68 - ANALIS KEUANCAN 2 3,00 3 ) A
69 ° BENDAHARA 0 1,468 1 () A
70 ~ PENGELOLA PERJALANAN DINAS 0 1,477 1 (1) A
- PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN
e PROGRAM 1 1,38 1 0 A
o ~ PENGADMINISTRASI KEUANGAN 3 2,585 3 o m
73 - PENGADMINISTRASI ANGGARAN 2 1,542 2 0 A
74 KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN 1 1,208 ) o " 7178
75 = ANALIS LAYANAN UMUM 5 5,586 6 n A
76 4 mareerrorTar Taveiav oavy 4 R = T, -
L FENTUDUN KIDALAN 1 ouUrs L} ) A
77 -~ PENGADMINISTRASI RISALAH 1 6,041 6 (5) A
78 - PENYUSUN KESEKRETARIATAN FRAKSI 8 8,408 8 0 A
79 PENGADMINISTRASI UMUM 3 5,809 6 i3 A
80 ~ ANALIS PELAYANAN 6 9,632 10 (4) A
81 - ANALIS DATA DAN INFORMASI 7 10,12 10 (3) A
82
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA 9 5,691 6 3 A
83 | - KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN 1 1,298 1 0 A 1,608
84 - ANALIS PERATURAN ADMINISTRAS! 1 2,52 3 @ A
83 * ANALIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG- 4 3,396 3 1 A
UNDANGAN




NILAI BEBAN
JUTMLAH Efektifitas
KERJA/ HASIL | KELEBIHAN/
NoO NAMA JABATAN p:m!rﬁu - Emsras PJ :I:;;:
ARA JABATAN (EJ)
1 2 3 4 s 6 7 8
~ PENGADMINISTRAS] DATA PERATURAN
8o PERUNDANG-UNDANGAN A 1,159 1 ¢ a
87 - ANALIS DATA DAN INFORMASI 2 1,002 1 1 A
88 - PENGELOLA PERPUSTAKAAN 0 1,383 1 (1} A
89 - PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 1 1,024 1 0 A
90 - ANALIS PUBLIKASI 1 1,568 2 1) A
ol * PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM 1 1,392 1 0 A
- PENGADMINISTRAS] DATA PENYAJIAN DAN
92 BRI T AR 1 1,037 1 0 A
KEPALA BAGIAN FASILITASI ASPIRASI, ‘
29 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 1 1,235 1 g & 3,665
94 " ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN .
el s 3 3,223 3 0 A
95 - PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK 0 1,326 1 B A
96 - PENGADMINISTRASI PENGADUAN PUBLIK 2 2.8 3 () A
97 - ANALIS PUBLIKASI 2 3,321 3 (1) A
98 - PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM 1 3,469 3 2 A
% PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN i - s i %
MEDIA
00 * ANALIS PROTOKOL 7 6,918 7 0 A
101 - PRANATA ACARA 0 2,246 2 @
102 | - PENGADMINISTRASI UMUM 5 6,849 7 )
Jamisk 121 335,5977 333 (212) 17,459
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ B.07/HK /2022
TANGGAL : 2022

PETA JABATAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DPRI) PROVINSI LAMPUNG
Hj. TINA MALINDA, 8.80s.,.MM
Pembina Utama Muda
NIP, 19650725 198610 2 002

I | I 1

KEPALA BAGIAN FASILITASI
PALA BAGIAN PERUND.
KEPALA BAGIAN UMUM KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN ES BAGIAR FERLIRLANC: ASPIRASI, HUMAS DAN
UNDANGAN
PROTOKOL
AINIL FIKRI, S.30s.,MM ANTHONI, SE.,MM IBNU HAJAR, SH.,MH SUKARTINI, S.AP.,MM SOLEHA HsﬂgDIA;:?pYULh\NTI,
.Sos., M.
| I l I
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA ANALIS PERENCANAAN, ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN
MUM IS P RAN
DAN KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ANALIB LAY U ANALIB TERATURAN SOMINISTRAN PENGADUAN MASYARAKAT
1. ABDI AMIR, SE.,MM 1. Dra. SITI AISYAH
1. DA .
2. AZMEIDI HENDRA, S.Kom 2. PARYANTI SARI, SH.,MH RA DASIH, 8.STP.,MM
ANNA TIASI S.R, S.IP.,M.Si 3. YUDENTI, SE 3. LETTY RESTIANA, SE AHMAD SESTIADI, SH 2. IKA DESTRYKA, SE
4. TIKA OCKTAVIANI, SH.,MH 4. EVA ELMAINIL.

3. JOKO P \
5. BUDI FIRMANSYAH URWANTO, SH

ANALIS PERATURAN PERUNDANG-
. UNDANGAN DAN RANCANGAN -
ANALIS TATA USAHA ANALIS LAPORAN KEUANGAN PENYUSUN RISALAH PERATURAN PERUNDANG- PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK

UNDANGAN

1. DWI ARYANI, SE 1. ARIANTO RISKY NUGROHO, SH
B ' 2. SUNARSIH. SH

MELDA HARIANI NS, S.Akun RAHMAD DONI, SE 3. ANNA EKAWATI ADAM, SH BELUM ADA PEGAWAI
2. NURHADIANSYAH, S.Sos

4. ARI CHANDRA, SH.,MH

PENGADMINISTRASI DATA

PENYUSUN ADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PENGADUAN

) PERAT
AL L ANALIS KEUANGAN PENGADMINISTRASI RISALAH URAN PERUNDANG- e
UNDANGAN
1. AMINAH, S.Sos 1. FIFI DESNATALIA
SUBIY! i ELWANI FITRIYANSA
SUBIYANTO, 8.50s8 2. EVI GUSTIANA, SE.,MM i 2. YUSRIZAL




=iyl

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

BENDAHARA

PENYUSUN KESEKRETARIATAN
FRAKSI

ANALIS DATA DAN INFORMASI

ANALIS PUBLIKASI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

0~ U kW~

. YULI SALTIN, S.Pd

. SRI MUNINGSIH, 3H

. WAN INCI SITI AININ SH

. DESSY ISTIARINI SH

. ROMILA, SE

. M.PRAIBANDARI, 5H

. ACHMAD CHAIRUN A, S.St.Fi.,,MH

. ABDUL RACHMAN, SH

1. MONA MONICA ANDRIANI, 8.8

2. ABDUL HARIS, SH

1. DEDDY KURNIAWAN, S.Sos

2. SUTANTO, SE

PENGELOLA DATA

PENGELOLA PERJALANAN
DINAS

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGELOLA PERPUSTAKAAN

PENYUSUN BERITA DAN
PENDAPAT UMUM

SITI CHAIRUNISSA, A.Md

BELUM ADA PEGAWAI

B =

. NOVERIA
. METEOR SAMSUDIN

. YUNERI

BELUM ADA PEGAWAI

INGE IMMELIA, SE.,MM

PENGADMINISTEASI UMUM

PENGADMINISTRASI
PERENCANAAN DAN PROGRAM

ANALIS PELAYANAN

PENGADMINISTRASI
PERFUSTAKAAN

PENGADMINISTRASI ANALISIS
DAN KEMITRAAN MEDIA

1. AGUS SETIAWAN
2. JAMSURI AMRAN
3. SAMIASIH

SAHARA

o o & WK~

. NASORI AMIN, S.Sos

. HERYANTI FITR{, S.Sos.,MM
. RISMAWATI, S.Sos

HARUN RASYID, S.Ag

. RICHO, S.8TP

. SONI WIJAYA, SE..MM

HENDRA

BELUM ADA FEGAWAI

PENELAAH KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

ANALIS DATA DAN INFORMASI

ANALIS PUBLIKASI

ANALIS PROTOKOL

1. IMAM SANTOSO NM 1. ROHALIM, S.Sos 1 EMILDASARI ASTUTI, S.Sos
2. RETNO HANDAYANI 2. NAZIRHAN SH 2 PARIANTAMA, SE.,MM
3. ARYATI 3. GITA PANLELA, SE 3. BAMBANG ADIWIJAYA, S.KoM
SAYU KADE WAHYU ARIYANI, ST 4. TRI AGUSTINA, SE BAY KARIM, SH 4, HARI AGUSMAN, SH
5. MELIA SANTI, SH 5 MUHAMAD FIRMANSYAH, SE
6. REIN MARTIN, SE. M.Si 6 ERWIN M. IKHSAN, SH
7. A .FARADHITYA MARSHA, S.5TP 7 FERDINAN INDIARTQ, SH
PENGADMINISTRASI SARANA PENGELOLA INFORMASI PRODUK
ANALIS ASET DAERAH PENGADMINISTRABI ANGGARAN DAN PRASARANA HUKUM PRANATA ACARA
1. YUSMANTO S.A.F 1. RUDI OKTAVIA
2. FERDYAN RICARDO 2. HERMANSYAH BS
3. SUGIANTO
4. BENI MULIA
KUSNADI, S.Sos 5. ALI SADIKIN EVI MURLIATI, BA BELUM ADA FEGAWAI
6. RISTIAWAN
7. HERMANSYAH
8. PANTO WILOPO
9. FAUZIAH




PENGADMINISTRASI SARANA DAN
PRASARANA

1. ERNAWATI

2. SANTI NORITA

3. TUGI WALUYO

4. MOHAMAD DAMANHURI

ANALIS RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN

BELUM ADA PEGAWAI

TEKNISI SARANA DAN PRASARANA

1. ROSNAWI
2. RIDUAN

PENGADMINISTRASI DATA
FENYAJIAN DAN PUBLIKASI

PENGADMINISTRASI UMUM

REBUDIN

(6L T U S T N S

. MANSUR
. SYARIF HIDAYAT

.. VERRY ARYAN
. AIDA MUSTAFA

. BENI MUSTOFA




2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG:

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI LAMPUNG

Hj. TINA MALINDA, 8.80s.,.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198610 2 002

| ] il |

PRANATA HUBUNGAN

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI

ANALIS HUKUM AHLI FERTAMA PERENCANA AHLI PERTAMA . MASYARAKAT PELAKSANA
DAERAH AHLI PERTAMA LANJUTAN/MAHIR PERTAMA
BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA HUBUNGAN
. o ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
ANALIS HUKUM AHL] MUDA FERENCANA AHLI MUDA DAE ' AHLI MUDA MASYARAKAT PELAKSANA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

PENYELIA
1. DIANA ROSI, $.80s.,MM 1. ERPIANA SAPITRI, ST. MM
BELUMADA FRCWA 2. MAY YANTI BUDIARTI,S.IP.,MH 2. MIRWAN PRATAMA, S.STP BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI
3. HENDRI ATMAJAYA,S .Scs.,MH
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN PRANATA HUBUNGAN :
4 = AHLI MA! ‘
ANALIS HUKUM AHLI MADYA PERENCANA DYA DAERAH AHLI MADYA MASYARAKAT AHLI FERTAMA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWAI BELUM ADA PEGAWALI BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT AHLI MUDA

1. MANDASARI RAHMAN, SE., MM
2. FERARI KHADAFI, S.I.Kom., MH
3. DEDHI IRAWAN, SH.,MH

PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT AHLI MADYA

BELUM ADA PEGAWAI
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SEKRETARIS DPRD
PROVINSI LAMPUNG

Hj. TINA MALINDA, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198610 2 002

[

1

8

—

PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA AHLI PERTAMA

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
PERTAMA

PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA

PERISALAH LEGISLATIF AHLI
PERTAMA

ASISTEN PERISALAHLEGISLATIF
PELAKSANA TERAMPIL

BELUM ADA PEGAWAI

MEY KURNIAWAN, SH

BELUM ADA PEGAWAI

ELZA PUSPITA, SH

BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA AHLI MUDA

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
MUDA

PUSTAKAWAN AHLI MUDA

PERISALAH LEGISLATIF AHLI
MUDA

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIFR
PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR

BELUM ADA PEGAWAI

WINDRA YULIDON USMAN, SE.,MM

FETRI GUSTINA, SH.,MM

1. REZA ANGGAENI TANJUNG,
S.T.. MM

2. ANDHIKA PUTKFA SESUNAN,
S.Sos.,MM

BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA AHLI MADYA

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
MADYA

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

PERISALAH LEGISLATIF ALHI
MADYA

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
PENYELIA

BELUM AD'A PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI
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SEKRETARIE DPRD
PROVINSI LAMPUNG

Hj. TINA MALINDA, 8.Sos.,.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198610 2 002

|

]

-

PRANATA KOMPUTER
PELAKSANA/TERAMPIL

PENATA LAKSANA EARANG
PELAKSANA/TERAMPIL

ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL

PENATA SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PELAKSANA/ TIERAMPIL
(ANALIS KEPEGAWAIAN
PELAKSANA /TERAMFPIL)

ANALIS SUMEER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI PERTAMA (ANALIS
KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA)

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA FEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA KOMPUTER
PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR

PENATA LAKSANA EARANG
PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR

ARSIPARIS PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

PENATA SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PELAKSAN
LANJUTAN/MAHIR (ANALIS
KEPEGAWAIAN PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR)

ANALIS SUMEER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA (ANALIS
KEPEGAWAIAN AHL] MUDA)

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ACA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA KOMPUTER PENYELIA |

PENATA LAKSANA EARANG
ENYELIA

ARSIPARIS PENYELIA

PENATA SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PENYELIA (ANALIS
KEPEGAWAIAN PENYELIA)

ANALIS SUMEER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MADYA (ANALIS
KEPEGAWAIAN AHLI MADYA)

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

BELUM ACA PEGAWAI

BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA KOMPUTEER AHLI
PERTAMA

BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA KOMPUTER AELI MUDA

BELUM ADA PEGAWAI

PRANATA KOMPUTEE. AHLI [
MADYA

BELUM ADA PEGAWAI

ARSIPARIS AHLI PERTAMA

BELUM ADA PEGAWAI

ARSIPARIS AHLI MUDA

BELUM ADA FEGAWAI

GUBERNUR LAMPUNG,

—‘——W__

ARINAL DJUNAIDI
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LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.07/HK/2022
TANGGAL: 2022
3.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS DEWAN K (KLS
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI
LAMPUNG 1118
| | | |
KLS KLS K |KLS K :
U — KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN - PO o s O i ki
ALA i KEUANGAN i PERSIDANGAN 1 | 11| | PERUNDANG-UNDANGAN Ll ] | aaan sl s o! o) o
e ) ] 1 A e ]
KLS KLS K |KLS K |KLS : K |KLS
‘ ANALIS PERENCANAAN, " ANALIS HASIL
§ Ry el EVALUASI DAN ANALIS LAYANAN UMUM A AT AR PENGAWASAN DAN
9 PELAPORAN 7 617 3|7 PENGADUAN a7
ANALTS PERATURAN
KLS KLS K [KLS . . K |KLS K |KLS
PZRUNDANG-UNDANGAN
ANALIS TATA USAJA AN?:;:IS st | PENYUSUN RISALAH DAN RANCANGAN M|ENOBLOLA PENGADUAN
7 7 6| 7 PERATURAN 3| % BLIE 1] 6
PERUNDANG-UNDANGAN
PENYUSUN KLS KLS K | KLS PENGADMINISTRAS! K |KLS K |KLS
— ADMINISTRASI PEGAWAI ANALIS KEUANGAN = PENG‘;?S":‘&?{TRAS‘ Ll DATA PERATURAN | :E?I?((}},QSM;:ETRAS}L
LEGISLATIF 7 7 6|5 PERUNDANG-UNDANGAN 1|5 UAN PUBLI il s
o Xis PENYUSUN K |KLS K [KLS K
PENGELOLA , ANALIS DATA DAN - |KLS
= : BENDAHARA H  KESEKRETARIATAN H | ANALIS PUBLIKAS!
KEPEGAWAIAN = g FRAKS! =1 5 INFORMASI | 7 i w
\
| L ¢
| PENGELOLA DATA %] || peNGELOLA PER ALANAN K51 1| pencaDMIISTRASI e PENGELOLA X [K1S1 | | pENYUSUN BERITA DAN | B| ¥ [KLS
X DINAS - UMUM PERPUSTAKAAN PENDAPAT UMUM ;
6 6 6| 5 116 al 7
KLS PENGADMINISTRASI KLS K |KLS K |KLS PENGADMINISTRASI K |[KLS
PG ! PERZNCANAAN DAN | ANALIS PELAYANAN o PE:E%,%TmeS] a9 ANALISIS DAN
5 PROGRAM 3 10| 7 ° 1|5 KEMITRAAN MEDIA il s




T o -

K |KLs KLS B | K |KLS KLS K|KLs
PENELAAH KEBIJAKAN a
PENGADAAN BARANG DAN B EN?(’;;?J”A’#E?;R"S' At f;f’oi‘;;r :S?AN ANALIS PUBLIKASI ANALIS PROTOKOL
JASA I ‘ 5 : T |10 7 7 T 7
Kk |KLs KLS PENGADMINISTRASI | B | K |KLS i KLS K kL]
ANALIS ASET DAERAH PENGA%TS::MS] SARANA DAN L PENF‘%%S’ULA]; ngSEASI PRANATA ACARA
2|7 AN 5 PRASARANA 96| s 5 2| s
| | PENGADMINISTRASI SARANA e e DT,?&;@&?J&?‘S% kg PENGADMINISTRASI o
DAN PRASARANA 5 L PUBLIKASI 5 UMMM 7| 3
| | ANALIS RENCANA PROGRAM |
DAN KEGIATAN ¥ 1=
TEKNISI SARANA DAN s
PRASARANA e 1
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3.2 PETA EVALUASI JABATAN HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Masyarakat Ahli
Madya

SEKRETARIS DPRD e
PROVINSI LAMPUNG 15
KLS KLS - KLS KIS KLS
FH  Analis Hukum Ahli Perencana Ahli | Analis Keuangan I’\‘lsat | Feanata Hubungan — Analis Kebijakan Ahli
Pest R dan Daerah Ahli Masyarakat Pelaksana Pertaii
crehe 8 e 8 Pertama 8 Lanjutan/Mahir 7 g 8
KLS KLS L.
L Analis Hukum Ahli 2oL . | Analis Keuangan Pusat | | Pranata Hubungan K8 H Anslis Kebijakan Ahii s
Perencana Ahli Muda . Masyarakat Pelaksana
Muda 9 10 dan Daerah Ahli Muda 9 ; 8 Muda 10
Penyelia
KLS ]
L| Analis Hukum Ahli s Perencana Ahli s L| Analis Keuangan Pusat | | P:;;nata I:]L:bgng?n KL | | Analis Kebijakan Ahli LS
Madya Madya dan Daerah Ahli Madya GeynrA‘at Ahl Madya
¥ 11 12 11 Pertama 8 - 12
KL
M Pranata Hubungan g
Masyarakat Ahli Muda 9
Pranata Hubungan KLS
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SEKRETARIS DPRD | B | ¥ |KIS
PROVINSI LAMPUNG 1l 1118
KLS Perancang KLS B | K |KLS KLS . KLS
Pengelola — Peralitan ) Perisalah Asisten Perisalah
Pengadaan vyl Pustakawai Ahli Legislatif Ahli Legislatif Pelaksana
Barang/Jasa Ahli 8 Unidsngan Ahii 8 Pertama 03] 8 Pertama 8 Terampil 6
Pertama | —
K |KLS KLS KLS
KLS | Perancang KLS B = ) .
Pengelola Peiatiitan Pf:n'sa'lah . Asllster? Perisalah
5 F'engid:auemAhli Perundang- . Pustakawan Ahli Muda il ul g Legislatif Ahli 4 Leglsl.atlf Pelha&.l;hsgna .
Afang)Jusa 10 Undangan Ahli Muda Lanjutan/Mahir
Muda Muda
KLS KLS
KLS Perancang KLS )
Piiniidlgl:n N Peraturan sznséi'a:hl' Asisten Perisalah
Berang/ Jasa ARl i Legislaubahl " Legislatif Penyelia &
arang/Jasa 12 Undangan Ahli 11 Madya
Madya Madya
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SEKRETARIS DPRD i
PROVINSI LAMPUNG 15
| | 1 |
KLS KLS KLS Penata Sumber Daya KLS Analis Sumber Daya KLS
o  franata M Penata Lak Manusia Aparat " Manusia A Ahli
Komputer 5 enatap aksa.na/ Arsiparis . l:;:usm/ ’;;ara ut‘.1 anusia pairAe;::;
arang Pelaksana . elaksana/ Terampi Pertama is
Pelak:‘ng/ Tere. 6 Terampil 7 Prleksnna] Teeunpl 6 (Analis Kepegawaian G Kepegawaian Ahli 8
P Pelaksana/Terampil) Pertama)
| KLS| | | KLS KLS| | | Penata Sumber Daya KLS KLS
Diiaak Manusia Aparatur Analis Sumber Daya
_ Penata Laksana i Pelaksan Lanjutan Manusia Aparatur Ahli
Komputer Arsiparis Pelaksana : : :
Barang Pelaksana . : Mabhir(Analis Muda (Analis
Pelaksana 7 ; 7 8 Lanjutan/Mabhir 7 ; 7 ; : 10
Eanjutan; Makis Lanjutan/Mahir Kepegawaian Kepegawaian Ahli
J Pelaksana Lanjutan Muda)
Mabhir)
KLS KLS KLS KLS i KLS
B =1 — Penata Sumber Daya Ana11§ snember Daya .
Pranata . Manusia Aparatur Ahli
Penata Laksana R : Manusia Aparatur )
Komputer . Arsiparis Penyelia : 3 Madya (Analis
. 8 Barang Penyelia 9 8 Penyelia (Analis 8 ; ; 12
Penyelia Kepegrwaisn Pergelis) Kepegawaian Ahli
pee Y Madya)
] Pranata KLS KLS
Komputer Ahli 8 Arsiparis Ahli Pertama 8
Pertama
| Pranata KLS KLS
Komputer Ahli 9 Arsiparis Ahli Muda 9
Muda GUBERNUR LAMPUNG,
- Pranata XS
Komputer Ahli 11
Madya
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ARINAL DJUNAIDI




